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PENETAPAN
Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Tng

S\ e\ Y z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 3671116801840006, lahir di Jakarta, 28 Januari
1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan
Kampung Neroktog Gang Kancil Nomor 28
(Samping Cluster Qosky 5 Residance/Kediaman
Satibi) RT 003 RW 006 Kelurahan Neroktog
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXX, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Tangerang, 14 Agustus 1980, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Petugas XXXXXXXX,
tempat tinggal di Jalan Kampung Neroktog Gang
Kancil Nomor 30 (Samping Cluster Qosky 5
Residance/Kediaman Roni Pasla) RT 003 RW
006 Kelurahan Neroktog XXXXXXXXX — XXXXXX
XXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat
dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara
Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2005, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan
Kota Depok sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 530/18/V/2005
tertanggal 5 Mei 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di Jalan Kampung Neroktog Gang Kancil
Nomor 28 (Samping Cluster Qosky 5 Residance/Kediaman Satibi) RT
003 RW 006 Kelurahan Neroktog XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul)
dan telah dikaruiniakan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing
bernama;
3.1 ANAK 1, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 23 November 2005;
3.2 ANAK 2, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 5 Juni 2008;
3.3 ANAK 3, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 Januari
2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal Desember
2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
goyah, disebabkan :
4.1 Tergugat diketahui memiliki idaman wanita lain dan telah
berhubungan layaknya suami isteri yang dimana hal tersebut
diketahui Penggugat berdasarkan wanita tersebut;
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4.2 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
yang baik begitupun terkait masalah keuangan dengan
Penggugat;
4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab sebgai kepala keluarga
dan bersikap semaunya dalam memberikan nafkah sehingga
Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 bulan
November 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan
sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir
bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat
adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal
19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam
membina rumah tangganya dengan Tergugat dan sekarang Penggugat
sudah tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan Tergugat membenarkan
pernyataan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan kembali hidup rukun
selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan
mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak

perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun
sebagai suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak
sampai pada tahapan mediasi;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat

menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab (vide
Pasal 271 Rv) dan lagi pula Tergugat juga membenarkan keterangan
Penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut

gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan
Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban adimistrasi perkara, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka
semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk

membayarnya;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang
berhubungan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor
2850/Pdt.G/2023/PA.Tng dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H.
Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H.,
M.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Siti Rodiah, S.H.l.,, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Drs. M. Rizal, S.H., M.H. H. Muhammad Hanafi, S.Ag.
Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Suhardi
Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.l., M.H.
Perincian biaya:
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1 Pendaftaran :Rp 30.000,00
2 Proses "Rp 75.000,00
3 Panggilan  :Rp 650.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp  30.000,00
5 Redaksi :Rp 10.000,00
6 Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).
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